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Secara ideal, konsep al-ta’widh dalam fiqh muamalah 
menuntut adanya keadilan, transparansi, dan kesepakatan 
dalam setiap bentuk kompensasi atas kerugian. Namun, 
realitas di lapangan menunjukkan praktik ganti rugi pada 
kerusakan galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa 
Barat belum mencerminkan prinsip tersebut. Kesenjangan ini 
menjadi fokus utama penelitian untuk meninjau kesesuaian 
praktik ta’widh dengan ketentuan fiqh muamalah. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
metode yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan 
melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha 
dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar pelaku usaha melakukan penggantian galon 
yang rusak, tetapi mekanisme ganti rugi belum dilandasi 
asas keadilan dan kerelaan (taradhi). Ketidakhadiran 
perjanjian tertulis serta dominasi pelaku usaha dalam 
menentukan nilai kompensasi menyebabkan praktik ta’widh 
di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. 
Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip 
keadilan dan transparansi agar perlindungan hukum bagi 
konsumen dapat terwujud dalam transaksi muamalah 
sehari-hari. 
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Pendahuluan  

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin memiliki sistem hukum yang 
menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablun 
minallah), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (hablun minannas). Dalam 
ranah sosial dan ekonomi, Islam mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan 
tanggung jawab melalui ketentuan fiqh muamalah. Salah satu konsep penting 
dalam hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi 
adala3h al-ta’widh, yaitu kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak 
yang mengalami kerugian akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak 
oleh pihak lain. Konsep al-ta’widh tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga 
mencerminkan etika moral dan nilai spiritual yang menuntut keseimbangan 
antara hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas ekonomi. 

Secara ideal, al-ta’widh dilandaskan pada prinsip ‘adl (keadilan) dan 
taradhi (kerelaan bersama), di mana kedua belah pihak harus menyetujui bentuk 
dan nilai kompensasi yang diberikan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap 
kerugian harus diganti secara proporsional tanpa merugikan pihak lain. Namun, 
dalam praktik ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan kecil, 
konsep keadilan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Realitas ini terlihat dalam 
berbagai bentuk transaksi non-formal yang dilakukan berdasarkan kepercayaan 
sosial (trust-based transactions), tanpa kontrak tertulis dan tanpa pemahaman 
yang cukup tentang prinsip hukum Islam. Salah satu contohnya adalah praktik 
ganti rugi pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat. 

Usaha depot air minum isi ulang merupakan salah satu bentuk usaha 
mikro yang banyak digeluti masyarakat karena kebutuhan akan air bersih 
semakin meningkat. Di Kecamatan Langsa Barat, usaha ini tumbuh pesat dan 
menjadi bagian dari aktivitas ekonomi harian masyarakat. Namun, dalam 
praktiknya sering muncul permasalahan terkait kerusakan galon air milik 
konsumen. Banyak pelaku usaha yang mengganti galon rusak tersebut, tetapi 
nilai ganti rugi sering kali ditentukan sepihak tanpa adanya kesepakatan yang 
jelas. Di sisi lain, sebagian konsumen merasa dirugikan karena nilai penggantian 
tidak sebanding dengan harga galon yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan 
ketegangan sosial dan ketidakpuasan, meskipun tidak sampai ke ranah hukum 
formal. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori ideal fiqh 
muamalah dengan praktik ekonomi masyarakat di lapangan. Penelitian 
sebelumnya banyak membahas al-ta’widh dalam konteks lembaga keuangan 
syariah atau kasus hukum perdata, seperti dalam penelitian Abdul Rachman 
(2020) yang meneliti penerapan ta’widh dalam sengketa perbankan syariah, atau 
penelitian Dian Aura Lina dan Muhammad Nadratuzzaman Hosen (2022) yang 
meninjau kelayakan penetapan ta’widh terhadap nasabah bank. Namun, belum 
banyak penelitian yang menelaah bagaimana ta’widh diterapkan di tingkat 
masyarakat kecil dalam hubungan ekonomi non-lembaga. Padahal, transaksi 
semacam ini lebih sering terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan sosial 
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ekonomi masyarakat. Inilah state of the art dan gap penelitian yang menjadi 
landasan utama dilakukannya kajian ini. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis 
bagaimana praktik ganti rugi atau al-ta’widh diterapkan oleh pelaku usaha depot 
air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat terhadap kerusakan galon milik 
konsumen. Kedua, untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan 
prinsip-prinsip fiqh muamalah dan keadilan Islam. Dari kedua tujuan ini, 
penelitian berupaya memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana nilai-
nilai hukum Islam terinternalisasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat kecil, serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara teori 
dan praktik. 

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif 
digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam tentang ta’widh dari sumber-
sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun 
kontemporer, serta regulasi hukum positif seperti Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan 
untuk mengamati realitas penerapan konsep tersebut di lapangan, melalui 
wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen di Kecamatan Langsa Barat. 
Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti menjembatani antara 
teori hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. 

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk memperkuat pemahaman 
pelaku usaha mikro tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam 
kegiatan ekonomi. Dalam masyarakat modern, banyak pelaku usaha yang hanya 
berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan 
tanggung jawab sosial. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keberkahan dalam 
usaha tidak hanya diukur dari laba material, tetapi juga dari kejujuran, keadilan, 
dan kerelaan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kesadaran baru bahwa penerapan al-ta’widh bukan semata urusan 
hukum, tetapi juga bagian dari ibadah dan moralitas dalam bermuamalah. 

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap 
pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konteks 
penerapan konsep al-ta’widh di sektor ekonomi mikro. Penelitian ini memperluas 
cakupan kajian yang sebelumnya hanya terbatas pada konteks lembaga 
keuangan formal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan 
dalam menyusun kebijakan pembinaan dan edukasi hukum syariah bagi 
masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang prinsip keadilan dan 
tanggung jawab, pelaku usaha kecil dapat menciptakan hubungan ekonomi yang 
sehat, transparan, dan beretika sesuai dengan tuntunan Islam. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan 
fenomena empiris, tetapi juga menawarkan refleksi konseptual mengenai 
pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Al-
ta’widh dalam perspektif Islam bukan sekadar mekanisme ganti rugi material, 
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melainkan instrumen moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan 
menegakkan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran muamalah. Oleh 
karena itu, pemahaman terhadap al-ta’widh harus terus dikembangkan dan 
disosialisasikan agar menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat yang 
berlandaskan syariah dan berkeadilan. 

 
LITERATURE REVIEW 
 

Kajian mengenai konsep al-ta’widh (ganti rugi) dalam perspektif hukum 
ekonomi syariah telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks sengketa 
ekonomi, wanprestasi, dan hubungan kontraktual. Penelitian-penelitian 
terdahulu tersebut menjadi pijakan teoritis yang penting dalam memahami 
batasan, prinsip, serta implementasi ta’widh yang sesuai dengan nilai keadilan 
dan kemaslahatan. Selain itu, kajian terdahulu juga membantu mengidentifikasi 
celah penelitian (research gap) yang belum banyak dibahas, khususnya pada 
praktik ganti rugi dalam transaksi sederhana yang dekat dengan kehidupan 
masyarakat sehari-hari. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman (2020) dengan judul 
“Penerapan Biaya Ganti Rugi (Ta’widh) dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi 
Putusan Nomor 10/PDT.G/2019/PA.KDS)” mengkaji penerapan ta’widh dalam 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilatarbelakangi oleh wanprestasi. 
Fokus utama penelitian ini adalah pada pertimbangan hakim dalam menetapkan 
besaran ta’widh yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penetapan ta’widh tidak semata-mata didasarkan pada 
nominal kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, tetapi juga 
mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta tanggung jawab 
hukum pihak yang melakukan wanprestasi. Temuan ini menegaskan bahwa 
ta’widh dalam hukum ekonomi syariah harus berorientasi pada keadilan 
substantif, bukan sekadar kompensasi finansial. Penelitian ini relevan dengan 
kajian tentang kerusakan galon air minum isi ulang, khususnya dalam menilai 
apakah besaran ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen telah 
mencerminkan prinsip keadilan syariah. 
 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dian Aura Lina (2020) 
berjudul “Analisis Pengenaan Biaya Ta’widh dalam Perspektif Kelayakan 
Nasabah (Studi Putusan Nomor 1217/PDT.G/2017/PA.KRA)” menitikberatkan pada 
aspek kelayakan dalam pengenaan biaya ta’widh. Penelitian ini mengkaji 
bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi pihak tergugat sebelum 
menjatuhkan kewajiban ganti rugi, termasuk faktor kemampuan ekonomi, unsur 
kesengajaan atau kelalaian, serta hubungan kausal antara perbuatan 
wanprestasi dengan kerugian yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengenaan ta’widh yang adil harus mempertimbangkan kelayakan subjek 
hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu 
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pihak secara berlebihan. Perspektif ini sangat relevan dalam penelitian mengenai 
kerusakan galon air minum isi ulang, karena praktik ganti rugi di tingkat pelaku 
usaha sering kali diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi 
dan tingkat kesalahan konsumen. 
 

Penelitian lain yang relevan adalah skripsi yang disusun oleh Ulfa Azelia 
Nabila berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Sewa-Menyewa 
Motor Akibat Wanprestasi Penyewa Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten 
Pesisir Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
penelitian lapangan (field research) dan melibatkan 11 responden. Fokus 
penelitian diarahkan pada praktik ganti rugi atas kerusakan atau kelalaian dalam 
akad sewa-menyewa motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya 
praktik sewa-menyewa tersebut didasari oleh semangat tolong-menolong, 
namun seiring berkembangnya kebutuhan wisatawan, praktik tersebut 
bertransformasi menjadi kegiatan komersial. Akad yang digunakan dilakukan 
secara lisan maupun tertulis dengan jaminan kartu identitas. Penelitian ini 
menegaskan pentingnya kejelasan akad dan mekanisme ganti rugi agar tidak 
menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Temuan ini memberikan 
gambaran empiris mengenai praktik ganti rugi dalam transaksi sederhana yang 
memiliki kemiripan dengan praktik penggantian galon air minum isi ulang. 
 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa meskipun memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai ta’widh dan 
ganti rugi, terdapat perbedaan mendasar dari sisi konteks, objek kajian, dan 
pendekatan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus 
pada sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan dan praktik sewa-
menyewa, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji praktik ganti rugi 
atas kerusakan galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat. Dengan 
demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada objek kajian yang lebih 
spesifik dan kontekstual, serta berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai 
penerapan konsep al-ta’widh dalam praktik transaksi ekonomi masyarakat 
sehari-hari ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. 
 

METODOLOGI PENELITIAN  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif 
digunakan untuk menganalisis konsep al-ta’widh berdasarkan ketentuan hukum 
Islam dan hukum positif Indonesia, seperti fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI No. 
43/DSN-MUI/VIII/2004, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk 
memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari 
oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat. Dengan 
kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian berupaya menjembatani teori 
hukum Islam dan realitas sosial ekonomi masyarakat. 
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Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha depot air 
minum dan konsumen yang mengalami kerusakan galon, serta observasi 
lapangan terhadap mekanisme ganti rugi yang diterapkan. Adapun data 
sekunder mencakup literatur hukum Islam, kitab klasik dan kontemporer fiqh 
muamalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta 
referensi ilmiah seperti jurnal dan buku terkait al-ta’widh dan perlindungan 
konsumen. 

Data mentah dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diolah 
melalui proses reduksi data, klasifikasi tematik, dan interpretasi kontekstual. 
Setiap temuan lapangan dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam hukum 
Islam dan hukum positif untuk menilai kesesuaian atau perbedaannya. Hasil 
analisis tersebut disusun dalam bentuk deskriptif analitis untuk menghasilkan 
kesimpulan yang komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan draf akhir 
penelitian yang siap dipublikasikan. 

 
 

Pembahasan  
 

1. Praktik Al-Ta’widh dalam Konteks Ganti Rugi Galon Air Minum 
Isi Ulang 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana praktik al-ta’widh atau 
ganti rugi diterapkan dalam usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan 
Langsa Barat, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam 
fiqh muamalah. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha 
mengganti galon yang rusak milik konsumen, namun mekanisme penetapan nilai 
ganti rugi masih bersifat sepihak dan tidak disertai kesepakatan tertulis. Kondisi 
ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal ta’widh dalam 
hukum Islam—yang menuntut asas keadilan dan kerelaan kedua belah pihak 
(taradhi)—dengan realitas praktik ekonomi masyarakat di lapangan. 

Temuan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip transparansi dan 
tanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnis kecil. Dalam fiqh muamalah, ganti 
rugi harus diberikan sesuai kadar kerugian riil (real loss) tanpa menimbulkan 
kezaliman terhadap salah satu pihak. Akan tetapi, penelitian ini menemukan 
bahwa sebagian pelaku usaha menetapkan kompensasi berdasarkan perkiraan 
pribadi, bukan atas kesepakatan atau taksiran bersama. Hal ini menunjukkan 
lemahnya pemahaman terhadap prinsip ‘adl (keadilan) yang seharusnya menjadi 
dasar transaksi ekonomi syariah. 

Persoalan ini juga sejalan dengan temuan Ulfa Azelia Nabila (2020) yang 
menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam kasus sewa-menyewa 
motor. Baik penelitian tersebut maupun penelitian ini menekankan aspek moral 
dan keadilan sebagai elemen utama ta’widh. Namun, konteks penelitian ini lebih 
menarik karena menyoroti transaksi non-lembaga yang melibatkan hubungan 
sosial langsung. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki 
regulasi formal, praktik di depot air minum cenderung mengandalkan 
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kepercayaan sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam 
penerapan prinsip keadilan Islam secara utuh. 

 
1.1. Relevansi Temuan dengan Teori Fiqh Muamalah dan 

Implikasi Sosial 
Dalam teori fiqh muamalah, ta’widh merupakan bentuk tanggung jawab 

(dhaman) yang muncul ketika seseorang menyebabkan kerugian terhadap harta 
pihak lain. Pihak yang bersalah wajib memberikan kompensasi yang adil dan 
proporsional terhadap nilai kerugian yang timbul. Berdasarkan hasil wawancara 
lapangan, mayoritas pelaku usaha di Kecamatan Langsa Barat belum memahami 
landasan normatif ini. Mereka mengganti galon rusak tanpa memperhatikan 
prinsip kesepakatan dan kejelasan akad. Akibatnya, hubungan bisnis antara 
konsumen dan pelaku usaha sering kali berakhir dengan ketidakpuasan salah 
satu pihak. 

Secara teoretis, hal ini bertentangan dengan pandangan ulama seperti 
Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa ta’widh harus dilakukan berdasarkan 
asas keadilan (‘adl) dan kerelaan (taradhi). Ketidaksesuaian antara konsep ideal 
dan praktik nyata memperkuat argumen bahwa pemahaman masyarakat 
terhadap hukum ekonomi syariah masih bersifat normatif simbolik, belum 
aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi sosial yang kuat: 
menunjukkan perlunya pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha kecil 
mengenai penerapan prinsip muamalah yang benar, agar tercipta hubungan 
ekonomi yang lebih adil dan beretika. 

Selain itu, temuan ini juga memiliki implikasi manajerial penting. Bagi 
pelaku usaha depot air minum, penerapan sistem perjanjian sederhana secara 
tertulis dapat menjadi langkah awal untuk mencegah sengketa dan memperkuat 
kepercayaan konsumen. Transparansi dalam menentukan nilai ganti rugi juga 
dapat meningkatkan reputasi bisnis dan kesetiaan pelanggan. Bagi lembaga 
pemerintah daerah atau otoritas keagamaan, hasil penelitian ini dapat menjadi 
dasar untuk merancang program sosialisasi dan regulasi ringan yang membantu 
pelaku usaha mikro memahami tanggung jawab hukumnya tanpa menambah 
beban administratif. 

 
2. Keterbatasan Penelitian dan Arah Kajian Lanjutan 
Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris, 

terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, ruang lingkup 
penelitian masih terbatas pada dua depot air minum di Kecamatan Langsa Barat, 
sehingga generalisasi hasilnya belum dapat sepenuhnya mewakili seluruh praktik 
ekonomi mikro di wilayah lain. Kedua, data penelitian diperoleh melalui 
wawancara dan observasi langsung tanpa dokumentasi hukum formal, sehingga 
interpretasi masih sangat bergantung pada kejujuran dan subjektivitas 
narasumber. Keterbatasan ini dapat memengaruhi validitas eksternal penelitian. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan 
melibatkan lebih banyak responden dari berbagai wilayah dan jenis usaha mikro 
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lainnya, seperti usaha laundry, bengkel, atau penyewaan barang rumah tangga, 
yang juga sering menghadapi permasalahan ganti rugi serupa. Selain itu, 
penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan socio-legal research 
dengan membandingkan implementasi ta’widh antara komunitas bisnis yang 
memiliki edukasi hukum syariah dan yang belum. Pendekatan ini dapat 
memberikan gambaran lebih luas mengenai efektivitas internalisasi nilai-nilai 
keadilan Islam dalam konteks ekonomi masyarakat modern. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 
memperluas cakupan studi hukum ekonomi syariah dari ruang lingkup lembaga 
formal ke praktik ekonomi mikro. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis 
empiris terhadap penerapan al-ta’widh dalam hubungan dagang sehari-hari di 
tingkat masyarakat bawah. Hasilnya menegaskan bahwa keadilan dalam Islam 
tidak hanya diterapkan melalui sistem hukum formal, tetapi juga harus 
diinternalisasi dalam perilaku bisnis sederhana agar tercipta masyarakat yang 
berkeadilan, bertanggung jawab, dan beretika dalam bermuamalah. 
 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa praktik ganti rugi (al-ta’widh) atas kerusakan 
galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat pada dasarnya telah 
mencerminkan adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap 
konsumen, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan 
dalam fiqh muamalah. Sebagian besar pelaku usaha mengganti galon 
yang rusak dengan galon baru atau uang pengganti, tetapi mekanisme 
penetapan nilai kompensasi masih bersifat sepihak dan tidak disertai 
perjanjian yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan 
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. 
Secara normatif, konsep al-ta’widh dalam hukum Islam menuntut adanya 
asas keadilan (‘adl), kerelaan (taradhi), dan transparansi dalam setiap 
bentuk kompensasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-
prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal di lapangan. 
Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi Islam 
dan ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan munculnya praktik yang 
lebih bersifat kebiasaan sosial daripada penerapan hukum syariah secara 
sadar. 
Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian 
hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ekonomi mikro 
masyarakat. Diperlukan pembinaan dan sosialisasi mengenai prinsip fiqh 
muamalah kepada pelaku usaha kecil agar mereka memahami tanggung 
jawab moral dan hukum dalam setiap transaksi. Dengan demikian, 
penerapan konsep al-ta’widh di tingkat masyarakat tidak hanya menjadi 
wujud ganti rugi material, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai 
keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam muamalah Islami. 
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